SALINAN

%

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG,

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 13
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN

Menimbang :

Mengingat

—_

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Doc
dalam pelaksanaannya perlu penyempurnaan;

bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi
dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran -Negara Republik Indonesia Nomor
4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturai
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor .
164);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undane-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); |
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentlan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanogung Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menetapkan:

dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 13
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA




PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Bupati adalah Bupati Temanggung.

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom:.

S. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ‘

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan wunsur
kewilayahan.

11.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh
Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang- -undangan yang
lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

13.Pengangkatan Perangkat Desa adalah tahapan pengisian jabatan Perangkat
Desa dengan mutasi, seleksi administrasi dan/atau ujian.

14.Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

15.Bakal calon Perangkat Desa adalah orang yang mendaftar atau melamar
sebagai calon Perangkat Desa.




2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan guna menata dan mengisi
kekosongan jabatan Perangkat Desa.

(2) Kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disebabkan karena adanye keputusan pemberhentian dari jabatan
Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

(38) Kepala Desa mempersiapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan
mempertimbangkan formasi Perangkat ‘Desa sesuai dengan organisasi dan
tata kerja pemerintah Desa dan/atau setelah ditetapkannya Keputusan
Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) bulan.

(4) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja
Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

!

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Republik
Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. N

(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta
Pemerintah;

c. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Menengah Umum (SMU)
Madrasah Aliyah atau pendidikan yang sederajat;

d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun pada saat pendaftaran; dan

e. berbadan sehat.

(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:

a. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pengangkatan dari
istri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah
maupun kesamping yaitu anak, orang tua, kakak, adik, mertua,
menantu, kakak ipar, adik ipar dari Panitia Pengangkatan;

b. surat keterangan catatan kepolisian,;

c. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;

d. surat keputusan tentang pengangkatan bagi Perangkat Desa, BPD atau
Lembaga kemasyarakatan Desa yang masih aktif;

e. Weajib bertempat tinggal di desa/ dusun setempat setelah diangkat
menjadi perangkat desa; dan

f. bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Sekretaris Desa

disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal
7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa disamping

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang
bersangkutan harus mengundurkan diri.
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(2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa.

Pasal 7B

(1) PNS yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa disamping memenuh;

~ =

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mendapatkan izin
tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desa,
dan penerimaan lainnya yang sah serta tambahan tunjangan.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Kepala Desa melaporkan hasﬂ ujlan penyaringan Perangkat Desa kepada
Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi
tertulis nilai tertinggi yang dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam
Pengangkatan Perangkat Desa.

(3) Dalam hal terdapat nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang untuk
calon-calon yang mendapatkan nilai tertinggi sama pada hari itu juga.

(4) Dalam hal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap
sama, maka untuk proses pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan
rekomendasi tertulis dari Camat.

(5) Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

\

Pasal 20
(1) Perangkat Desa berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan
kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sctelah ditetapkan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ¢
karena:

a. usia telah genap €0 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan/atau

e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

(4) Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat mengenai Pemberhentian
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c.

(5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan rekomendasi
tertulis Pemberhentian Perangkat Desa.

(6) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan
dasar oleh Kepala Desa untuk memberhentikan Perangkat Desa dengan
Keputusan Kepala Desa dan mengangkat Pelaksana tugas Perangkat Desa
dari unsur Perangkat Desa.

(7) Pelaksana tugas Perangkat Desa secbagaimana dimaksud pada ayat (6)
melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa.




7. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 20A, Pasal 20B,
dan Pasal 20 C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara karena:
a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
c) Tertangkap tangan dan ditahan;

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara
oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh
Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada
jabatan semula.

Pasal 20B

(1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala
Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan keuangan Desa.

Pasal 20C

(1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan
Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program
pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN,
APBD Provinsih, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI TEMANGGUNG
ttd
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : ( 15/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

<

%) Ditandatangani secara
z| elektronik oleh:

S

ENDRO SUWARSQO, 5.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003




PENJELASAN
ATAS
PERAT URAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 13
TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM .

Bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Perangkat Desa dalam pelaksanaannya perlu penyempurnaan.

Bahwa guna untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas periu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1 |
Cukup jelas. |
Angka 2
Cukup jelas. |
Angka 3 |
Cukup jelas. |
Angka 4 |
Pasal 7A ‘
Cukup Jelas
Pasal 7B
Ayat (1) 1
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penerimaan lainnya yang sah” adalah
honorarium pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan/
Aset Desa, honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa, Honorarium Pengurus Aset Desa dan
Penerimaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup Jelas
Angka 6

Cukup Jelas




Angka 7
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 83
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